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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian  

Perkawinan merupakan ibadah yang panjang, dimana sudah menjadi 

sunnahtullah bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Hukum 

Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta 

Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin 

antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan 

membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan 

Yang Masa Esa.1 Pengertian lain menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

perkawinan ialah akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan) guna menaati 

perintah Allah SWT. dan perkawinan merupakan ibadah.2  

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan istri, 

dan terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Namun dalam 

hubungan suami istri didalam perkawinan tidak selamanya berjalan dengan 

baik, seiring berjalananya waktu, banyak faktor yang melatarbelakangi ketidak 

harmonisan hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Permasalahan yang 

terjadi didalam ikatan perkawinan disebabkan karena beberapa faktor seperti 

 
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan   
2 Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI)   
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tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri, tidak saling 

hormat dan pertikaian yang sering terjadi. Permasalahan tersebut akan berakhir 

damai jika salah satu pihak atau kedua belah pihak saling memaafkan. Akan 

tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan, maka perceraian menjadi akhir dari ikatan perkawinan yang telah 

dibangun.  

Dapak perceraian tidak saja berdampak pada pihak yang bersangkutan 

yaitu antara suami dan istri, akan tetapi dampaknya berakibat pula pada anak. 

Salah satu akibat perceraian adalah perebutan hak asuh anak Ḥaḍānah antara 

suami istri. Persoalan ini menjadi krusial karena menyangkut tidak hanya aspek 

hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosiologis bagi kehidupan sang anak.  

Terjadinya perceraian ini membawa konsekuensi logis yang harus 

diterima masing-masing pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting 

yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah 

tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, baik ketika kedua orang tuanya 

masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal 

karena terjadi perceraian. Ḥaḍānah merupakan hak untuk memelihara anak 

kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Masalah Ḥaḍānah mendapat perhatian 

khusus dalam ajaran Islam. Ḥaḍānah merupakan suatu perbuatan yang wajib 

dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa Ḥaḍānah akan mengakibatkan 

anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat 
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mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi 

orang tua.3 

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak 

menyatakan bahwa Negara manjamin hak anak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguaaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

Begitupun, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, kewajiban orang tua 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus. 

Kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama salah 

satunya yaitu tentang Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah). Perkara ini termasuk 

kedalam perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Bahwa 

betapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan terhadap anak, jika terjadi 

perceraian maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dilakukan melalui 

kesepakatan kedua orang tuanya. Adapun bila terjadi perselisihan diantara 

 
3 Satria Efendi M, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer(Jakarta: Kencana, 2004). 
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masing-masing pihak yang menuntut pengasuahan dan pemeliharaan anak, 

maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau diajukan 

secara terpisah.4 

Pengasuhan anak di bawah umur Ḥaḍānah ini merupakan salah satu 

akibat dalam perceraian yang diatur dalam oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang mana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun 

adalah hak ibu kandung. Pasal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No. 102 yang menyatakan bahwa ibu kandung yang 

diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil.5  

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang 

belum mumayyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk) secara prinsip 

lebih berhak diasuh oleh ibunya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

ibu memiliki kedekatan emosional dan naluri keibuan yang lebih kuat, sehingga 

dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan 

yang optimal.6 Secara sosiologis, peran ibu dalam kehidupan anak diakui secara 

luas di berbagai belahan dunia sebagai pondasi utama dalam pembentukan 

kepribadian anak. Dalam konteks Indonesia yang kental dengan nilai-nilai 

kekeluargaan, figur ibu menempati posisi sentral dalam pengasuhan. Berbagai 

penelitian psikologis menunjukkan bahwa anak yang diasuh oleh ibu selama 

 
4 Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). hlm. 

200 
5 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975   
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 261 
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usia dini cenderung memiliki stabilitas emosional dan keterikatan afektif yang 

lebih kuat.7 

Pernyataan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi 

Mahkamah Agung dapat dipahami jika peranan ibu sangat penting untuk anak 

yang masih mumayyiz jika terjadi perceraian, tentu ibu mempunyai peran utama 

dalam pengasuhan anak. Seperti halnya di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediri, sebagian besar putusan Ḥaḍānah cenderung menetapkan hak asuh jatuh 

kepada ibu, dimana ini dari 22 putusan tentang Ḥaḍānah 18 putusan ditetapkan 

sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak dan pertimbangan 

kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu Ḥaḍānah jatuh kepada ibu. Namun, dari 22 putusan Ḥaḍānah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, penulis menemukan bahwa 

putusan Ḥaḍānah yang jatuh kepada ibu terdapat 18 putusan dan 4 putusan 

lainnya jatuh ke ayah.                                                                                                                                                                         

Dalam praktik ini, keempat putusan Ḥaḍānah yang jatuh kepada ayah 

di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang tercantum dalam putusan nomor 

1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, nomor 

1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang 

mana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan memberikan hak 

asuh anak (Ḥaḍānah) di bawah umur kedapa ayah, bukan kepada ibunya. Tentu 

ini bertolak belakang dengan isi dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang 

seharusnya pengasuhan anak di bawah umur itu berada pada ibu. 

 
7 John Bowlby, Attachment and Loss, Vol. 1, (New York: Basic Books, 1969), hlm. 176–179.  
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Pemberian zhak zasuh zanak z(Ḥaḍānah ) zdi zbawah zumur zkepada zayah zyang 

zditetapkan zMajelis zHakim zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri zpada zputusan 

zNomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Kdr, 

nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/ 

PA.Kab.Kdr ztentu zmemiliki zbanyak zpertimbangan. Pertimbangan zinilah zyang 

zmenarik zpeneliti zuntuk zmeneliti zterkait zḤaḍānah  zyang zjatuh zkepada zayah zyang 

zada zpada zputusan zNomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 

378/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 

1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr zyang zdikeluarkan zoleh zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri. Ini ztentu zperlu zadanya zpengkajian terhadap pertimbangan 

zhakim dalam menjatuhkan putusan yang memberikan Ḥaḍānah kepada ayah 

dalam zputusan ztersebut. 

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pemikiran 

hakim dalam mengambil keputusan yang menyimpang dari pola umum, dimana 

dalam KHI Pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz Ḥaḍānah 

milik ibunya. Di sinilah pentingnya meninjau perkara Ḥaḍānah menggunakan 

pendekatan Maṣlaḥah mursalah, khususnya menurut Al-Ghazali, sebagai 

kerangka analisis normatif.8 Tentu dalam konteks Ḥaḍānah, pendekatan 

Mashalah Mursalah memberikan ruang bagi Hakim dalam mepertimbangkan 

kondisi faktual dalam persidangan. Dalam pandangan Al-Ghazali, suatu 

 
8 Al-Ghazālī, Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz 1, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt., 

hlm. 286–288 
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kemaslahatan baru dapat diterima sebagai dasar hukum apabila ia benar-benar 

menjamin keberlangsungan. 9  

Dalam zpenelitian zterdahulu zmengenai zhak zasuh zanak z(Ḥaḍānah ) zpasca 

zperceraian ztelah zbanyak dilakukan sebelumnya dan zditemukan zjudul zkarya 

zilmiah zyang zmemiliki zkemiripan zdengan zjudul zpenelitian zini, zakan ztetapi zsecara 

zsubstansi zmemiliki zperbedaan. Seperti zyang zdilakukan zoleh zNurfajri zHabullah 

zmahasiswa zpascasarjana zInstitut zAgama zIslam zNegeri zParepare zdengan ztesisnya 

zberjudul zImplementasi zPutusan zHakim zTerhadap zTuntutan zPerkara zPemenuhan 

zHak zNafkah zDan zḤaḍānah  zPasca zPerceraian zpada zPengadilan zAgama zParepare 

zPenelitian ztesisnya zmembahas ztentang zimplementasi zputusan zhakim zterhadap 

ztuntutan zperkara zpemenuhan zhak znafkah zdan zḤaḍānah  zpasca zperceraian. Hasil 

zpenelitian zini zmenjukan zzpertimbangan zhakim zdalam zmemutuskan zhak znafkah 

zdan zḤaḍānah zdi zPengadilan zAgama zParepare jatuh kepada Ibu zdan zmembahas 

zbagaimana zimplementasi zputusan zhakim ztentang zhak znafkah zdan zḤaḍānah zdi 

zPengadilan zAgama zParepare. Penelitian zini zbertujuan zuntuk zmenggali 

zpertimbangan ztentang zhak znafkah zdan zḤaḍānah yang zmenjadi zhak zseorang zistri 

zdalam zpemenuhan zhak zanak zyang zdirawat zoleh zibunya. 

Meskipun zpenelitian zterdahulu ztelah zmemberikan zwawasan zyang 

zberharga zmengenai zputusan zḤaḍānah pasca zperceriaanz, znamun zmasih 

zditemukan zkekosongan zyang zperlu zdiisi. Penelitian zterebut zumumnya zmembahas 

zmengenai zpelaksanaan zputusan zḤaḍānah zyang zjatuh zkepada zibu dan nafkah 

 
9 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: 

International Institute of Islamic Thought, 2008.  

http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4489/
http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4489/
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yang suah menjadi haknya sebagai istri, znamun zdalam zpenelitian ztersebut zbelum 

zmengkaji zbagaimana zḤaḍānah zyang zjatuh zkepada zayah. 

Oleh karena itu, penetilian ini bertujuan untuk membahas kekosongan 

tersebut. Jadi Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik guna melakukan 

penelitian mengenai pertimabangan hakim dalam memutuskan Ḥaḍānah  

ditinjau dari Maṣlaḥah mursalah. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah 

judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA 

ḤAḌĀNAH YANG JATUH KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAṢLAḤAH 

AL-GHAZALI   (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) 

B. Fokus Penelitian 

Beradasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara penentuan pemberian 

Ḥaḍānah yang jatuh kepada ayah ditinjau dari hukum positif? 

2. Bagaimana analisis putusan Ḥaḍānah yang jatuh kepada ayah yang ditinjau 

dari Maṣlaḥah Al-Ghazali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. ZUntuk zmenganalisis pertimbangan hakim zdalam zpenetuan zpemberian 

zḤaḍānah yang zjatuh zkepada zayah menurut Hukum ditinjau dari hukum 

positif. 

2. Untuk zmenganalisis pertimbangan zhakim zPengadilan Agama zKabupaten 

Kediri zdalam zputusan zḤaḍānah  zyang zjatuh zkepada zayah zditinjau zdari z 

Maṣlaḥah Al-Ghazali  . 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat zTeoritis 

Harapannya zpenelitian zini zbisa zberkontribusi zdalam zmemperkaya 

zilmu zpengetahuan, pengembangan teori, zdan zdapat zmenjadi zbahan zreferensi 

zataupun zbahan zdiskusi zbagi zpara akademisi khususnya mahasiswa dibidang 

hukum keluarga islam zmaupun zmasyarakat zserta zberguna zbagi 

zperkembangan zilmu zpegetahuan zkhususnya zberkaitan ztentang pertimbangan 

zhakim zdalam zputusan zḤaḍānah  zyang zjatuh zkepada zayah zyang zditinjau zdari 

Maṣlaḥah . 

2. Manfaat zPraktis 

Harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para hakim, 

akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam menyelesaikan perkara serupa 

yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, namun 

menuntut pertimbangan kemaslahatan terbaik bagi anak. Selain itu, 

penelitian ini turut memperkuat pemikiran bahwa Maṣlaḥah bagi anak juga 

harus dipertimbangkan dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum 

Islam di era modern. 

E. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadi 

pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Dari hasil 

penulusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang Hak Asuh Anak 

Ḥaḍānah, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara 
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tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis 

temukan diantaranya:  

1. Penelitian zterdahulu zyang zdilakukan zoleh zHusnatul Mahmudah z(2018) 

zdengan tesisnya berjudul “Ḥaḍānah  Anak Pasca Putusan Perceraian  (Studi 

Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)” Penelitian ini 

merupakan studi komparasi terkait Ḥaḍānah anak  pasca  putusan  

perceraian  dalam  perspektif  hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 

Jenis    penelitian    ini merupakan    penelitian    kualitatif    dengan    

menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil    

penelitian    ini    menyimpulkan   bahwa Ḥaḍānah   dalam   hukum   Islam   

sangat   mengedepankan kepentingan   terbaik   bagi   anak. Sedangkan 

dalam hukum positif kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi   

Ḥaḍānah   anaknya   sesuai   dengan   hak   anak dalam UU Perlindungan 

Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. 

Perbedaan dengan peneitian ini adalah mengulas bagaimana penerapan 

Ḥaḍānah anak pasa terjadinya pereraian yang ditinjau dari KHI dan Hukum 

Positif. Sedangkan penelitian ini fokus pembahasan pada penjatuhan 

Ḥaḍānah yang diberikan kepada ayah, yang mana ini tidak sesuai dengan 

KHI Pasal 105 yang seharusnya Ḥaḍānah jatuh kedapa ibu. 

2. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Husnatul Mahmudah 

dengan Tesis berjudul “Putusan Ḥaḍānah Kepada Ibu dan Bapak di 

Indonesia dalam Perspektif Maqāshid Syari‘ah dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pegadilan 

Agama dalam memutuskan perkara Ḥaḍānah kepada ibu dan bapak 

kemudian putusan tersebut dilihat dari perspektif Maqāshid Syari‘ah. 

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif (analysis teks). 

Penelitian ini menjawab rumusan permasalahan dengan mendiskripsikan 

dan menganalisis perspektif Maqāshid Syari‘ah dan Undang- Undang 

Perlindungan Anak terkait putusan hukum hakim di Pengadilan Agama 

Bandung Kelas 1 A dalam menetapkan Ḥaḍānah anak pada Ibu dan Bapak 

dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis yaitu pendekatan yang 

menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan 

pada teks-teks Al-Quran dan hadis, serta pendapat para ulama yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Perbedaan penelitian ini adalah 

perspektif yang digunakan yaitu memakai Maqosid sedangkan penelitian ini 

menggunakan Maṣlaḥah pandangan Al-Ghazali. 

3. Penelitian zterdahulu zoleh zNuefajri zHasbullah zdengan zjudul z“Implementasi 

zPutusan zhakim zterhadap zTuntutan zPerkara zHak zNafkah zdan z Ḥaḍānah zPasca 

zPerceraian zpada zPengadilan zAgama zParepare” zJenis zpenelitian zadalah 

zpenelitian zkualitatif zdengan zpendekatan zteologis znormatif zdan zyuridis 

znormatif. Persamaan zpenelitian zini zadalah zmembahas ztentang Ḥaḍānah. 

Pebedaan zpenelitian zini ztentang z Ḥaḍānah zyang zjatuh zpada zpihak zyang 

zberbeda z(ibu). Dimana zdalam zpenelitiannya zmemaparkan zbagaimana 

zimplementasi zdari zputusan zhakim zDimana zibu zsebagai zpemegang z Ḥaḍānah 

zanak zdan zayah ztetap zmemberikan znafkah zkepada zanak zpasca zputusan. 
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4. Penelitian zterdahulu zberikutnya zdilakukan zoleh zLukman zHakim z(2023) Tesis 

berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan 

Tentang Putusan Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) yang Tidak Dilaksanakan” 

Penelitian ini membahas tentang suatu putusan Hakim tentang hak asuh 

anak,yang mana faktanya yang terjadi di lapangan tidak semua putusan 

dapat dilaksanakan, apalagi apabila putusan tersebut berkaitan dengan hak 

asuh anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu jenis penelitian yang penulis langsung turun ke lapangan untuk 

melakukan observasi guna mengumpulkan data baik dengan wawancara dan 

dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kalimantan 

Selatan berpendapat bahwa putusan hak asuh anak tidak bisa dilaksanakan 

disebabkan oleh 4 (empat) hambatan, yaitu: kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat, anak berada di pihak yang kalah, berpindah wilayah, anak tidak 

mau ikut dengan pihak yang dimenangkan, amar putusannya tidak bersifat 

condemnatoir. Perbedaan penelitian ini peliti membahas bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ḥaḍānah yang jatuh 

kepada ayah. 

5. Penelitian zterdahulu zoleh zArabbyatul zAidawiyah zdengan Tesisnya berjudul 

“Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan 

Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Ḥaḍānah´ Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana dasar-dasar pertimbangan putusan Pengadilan 

Agama Jambi Nomor 946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. dalam menerapkan 
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dwangsom, uitvoerbaar bij voorraad pada putusan perkara Ḥaḍānah.” 

Metode yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif 

(doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Analisis yang dipergunakan 

adalah analisis deduktif.  Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Ḥaḍānah 

Nomor: 0946/Pdt.G/2015 yang tidak menerapkan dwangsom dapat dinilai 

tidak tepat dan kurang sejalan dengan konsep Maqāshid Syari‘ah. Dalam 

tesis ini menjelaskan bahwa kasus tertentu penyelesaian suatu perkara tidak 

jarang membutuhkan waktu yang lama, lebih-lebih bila pihak yang 

dirugikan menempuh upaya hukum, yang tidak jarang sampai upaya 

peninjauan kembali yang tentunya akan memakan waktu sampai bertahun-

tahun. Dengan dikabulkan uitbaar bij voorraad khusus terkait dengan 

gugatan penyerahan anak dengan bersandar pada tujuan Hukum Islam 

(Maqāshid Syari‘ah) dalam kasus salah satu orang tuanya murtad dan yang 

diberikan hak asuh anaknya adalah seorang Muslim, agar agama sang anak 

tetap terpelihara. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pembahasan konteks 

dasar pertimbangan hakim. 

 

No. Peneliti & Judul Persamaan dengan 

Penelitian Ini 

Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

1 Husnatul Mahmudah 

(2018) – Ḥaḍānah 

Anak Pasca Putusan 

Sama-sama membahas 

Ḥaḍānah pasca perceraian, 

Penelitian ini fokus pada 

kasus Ḥaḍānah jatuh 

kepada ayah, sedangkan 
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Perceraian (Studi 

Komparatif Hukum 

Islam dan Hukum 

Positif Indonesia)10 

mengedepankan 

kepentingan anak 

Mahmudah membahas 

tentang Ḥaḍānah jatuh 

kepda ibu yang ditinjau 

dari HKI dan Hukum 

Positif. 

2 Firman Ahmad 

Baihaqqi – Variasi 

Putusan Hadhanah 

Di Indonesia Dalam 

Perspektif Maqāṣidu 

al-Shāri‘ Dan 

Undang-Undang 

Perlindungan Anak11 

Sama-sama menganalisis 

putusan hakim dalam 

perkara Ḥaḍānah yang 

mengedepankan 

Perlindungan Anak 

Firman menggunakan 

perspektif Maqāshid 

Syari‘ah, sedangkan 

penelitian ini memakai 

Maṣlaḥah menurut Al-

Ghazali. Selain itu dalam 

penelitiannya menitik 

beratkan bahwa ibu lebih 

utama mendapatkan 

Ḥaḍānah. Sedangkan 

penelitian ini tentang 

Ḥaḍānah yang jatuh 

kepada ayah 

 
10 Husnul Mahmudah “hadhanah Anak pasca putusan  Perceraian  (studi komparatif hukum Islam 

dan hukum positif indonesia)” Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.2 No.1 (2018), URL: 

https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179  

 
11Firman Ahmad Bahaqqi, “ Variasi Putusan Hadhanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid 

Syar’iah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, (Tesis Magister, UIN Syarif Hidyatullah, 

2023) 
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3 Nuefajri Hasbullah – 

Implementasi 

Putusan Hakim 

terhadap Hadhonah 

Pasca Perceraian di 

PA Parepare12 

Sama-sama membahas 

Ḥaḍānah   

Nuefajri fokus pada 

implementasi putusan 

Ḥaḍānah yang melalui 

kesepakatan, sedangkan 

penelitian ini membahas 

penetapan  Ḥaḍānah  

yang mana kedua orang 

tua sama-sama merasa 

berhak mendapatkan 

Ḥaḍānah tetapi putusan 

jatuh kepada ayah  

4 Lukman Hakim 

(2023) – Pendapat 

Hakim PA 

Kalimantan Selatan 

Tentang Putusan 

Ḥaḍānah yang Tidak 

Dilaksanakan13 

Sama-sama mengangkat 

putusan hakim dalam 

perkara Ḥaḍānah pasca 

perceraian 

Lukman fokus pada 

hambatan implementasi, 

sedangkan penelitian ini 

pada substansi putusan 

Ḥaḍānah  kepada ayah 

yang dinilai menyimpang 

dari KHI 

 
12 Nurfajri Hasbullah, “Implementasi Putusan hakim terhadap tuntutan perkara Pemenuhan Hak 

Nafkah dan hadhanah Pasa Pereraian pada Pengadilan Agama Pare pare” (Tesis Magister, IAIN 

Parepare,2022) 
13  Lukman Hakim, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan 

Hak Asuh Anak Hadhanah yang Tidak Dilaksanakan”, (Magister Hukum Keluarga Pascasarjana 

UIN Antasari Banjarmasin. 2023). 
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5 Hermanto Harun – 

Analisis Putusan PA 

tentang Dwangsom 

dan Uitvoerbaar Bij 

Voorraad dalam 

Perkara Ḥaḍānah14 

Sama-sama membahas 

aspek hukum Ḥaḍānah 

dan perlindungan anak 

dari sudut hukum Islam 

Arabbyatul membahas 

eksekusi cepat atas 

putusan (uitvoerbaar bij 

voorraad), sedangkan 

penelitian ini membahas 

keabsahan dan kelayakan 

penetapan ayah sebagai 

pemegang  Ḥaḍānah 

 

F. Landasan Teori 

1. Pertimbangan Hakim 

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata 

usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan 

dipertanggungjawabkan, dalam putusan hakim adalah keadilan yang 

berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice). 15 

 
14 Hermanto Harun, “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  tentang  Penerapan Dwangsom  dan 

Uitvoerbaar  Bij  Voorraad dalam  Perkara Hadhanah” Journal of Comprehensive Islamic Studies 

DOI : https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173  
15 Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, 

no. 2, 2019, hlm. 192–205.  
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Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan sentral sebagai 

pelaku utama dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena 

itu, dalam setiap perkara yang diperiksa, hakim wajib memberikan 

pertimbangan hukum (legal reasoning) yang mencerminkan penerapan 

norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 

Pertimbangan hakim tidak hanya menjadi dasar penetapan atau putusan, 

melainkan juga mencerminkan proses logika yuridis dan nilai-nilai keadilan 

yang menjadi landasan moral dan hukum dari suatu putusan pengadilan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim adalah proses 

berpikir yuridis dalam menerapkan norma hukum yang abstrak terhadap 

peristiwa konkret yang disengketakan dalam persidangan.16 Pertimbangan 

tersebut dituangkan dalam bagian "Menimbang" dari suatu putusan atau 

penetapan, yang harus disusun secara runtut dan logis agar dapat dipahami 

serta diuji kebenaran hukumnya. Dalam konteks peradilan agama, 

pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena menyangkut norma-

norma yang bersumber dari hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat 

yang berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia. 

Secara umum, terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh hakim 

dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yaitu: pendekatan yuridis, 

pendekatan faktual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah 

penalaran hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan 

 
16 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 

hlm. 105 
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yang berlaku, yurisprudensi, doktrin hukum, serta ketentuan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil utama 

dalam Pengadilan Agama.17 Pendekatan faktual adalah penilaian terhadap 

alat bukti dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yang meliputi bukti 

surat, saksi, pengakuan para pihak, dan petunjuk lain yang sah menurut 

hukum acara perdata. Sedangkan pendekatan sosiologis memperhatikan 

nilai-nilai sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, 

termasuk prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap 

pihak yang lemah seperti perempuan dan anak.18 

Dalam perkara yang menyangkut keluarga, seperti perceraian, 

Ḥaḍānah (hak asuh anak), dan pembagian waris, pertimbangan hakim 

sering kali harus menggabungkan antara norma formal dan nilai keadilan 

substantif. Misalnya, dalam perkara Ḥaḍānah, pertimbangan hakim 

didasarkan pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child) yang 

menjadi prinsip universal dalam hukum keluarga dan ditegaskan dalam 

Pasal 105 KHI.19 Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh 

bersifat mekanistik atau tekstual semata, tetapi harus mencerminkan 

pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan 

kemaslahatan.  

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan 

tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang 

 
17 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Buku I–III 
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm. 12. 
19 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 
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hukumnya. Hal-hal yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan 

tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada 

masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga 

oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus 

dimuat dalam pertimbangan putusan20. Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) dan  

UU no 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang 

jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar dari  pada  putusan, pasal-

pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir 

tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. 

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat 

dalam putusan. Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan 

atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja di dalam 

putusan. Di dalam praktik tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam 

putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebarkan putusan 

mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu, pasal 178 ayat 1 HIR 

(Pasal 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatanya 

melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau 

kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan 

alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.21 Adapun hal-hal terkait 

pertimbangan hakim : 

 
20 Pasal 84 HIR. 195 Rbg, 25 UU no.4 tahun 2004 
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 304 



20 

 

 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim atau alasan hakim merupakan istilah hukum 

yang lebih dikenal dengan ratio decidendi. Pertimbangan hakim adalah 

suatu teori yang di dasarkan pada filsafat, dengan aspek pertimbangan 

yang berkaitan dengan perkara yang sedang di putus, Pertimbangan 

hukum oleh seorang hakim dalam suatu keputusan pengadilan 

merupakan sebuah indikator penting dalam menilai kualitas suatu 

putusan hukum. Kehadiran pertimbangan hukum ini sangat vital, karena 

putusan yang tidak memuatnya dapat dianggap tidak sah secara 

hukum.22 

b. Putusan Hakim adalah sebuah pengumuman atau pernyataan yang 

disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat yang diberi kuasa 

oleh negara, di ruang sidang dengan tujuan menyelesaikan suatu kasus 

atau pertikaian antara pihak-pihak terkait. Istilah "putusan" tidak hanya 

merujuk pada ucapan hakim di pengadilan, tetapi juga mencakup 

pernyataan yang tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim dalam 

persidangan.23 Putusan yang diucapkan di dalam persidangan tidak boleh 

berbeda dengan yang di tulis vonis. Rubini dan Chidir Ali merumuskan 

Keputusan merupakan tindakan resmi yang mengakhiri suatu proses 

hukum, dan dalam konteks pengadilan, keputusan hakim dikenal sebagai 

 
22 Vanessa Regita Anjani, “Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 

Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana 

Koruptor Dalam Perspektif Keadilan,” Journal of Correctional Issues 28 (2021). 
23 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. (Bandung: Alumni, 1989), 158.  
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vonis. Vonis ini mencakup kesimpulan hukum akhir dari hakim dan 

konsekuensi yang mengikuti dari keputusan tersebut.24 

c. Jenis Putusan Hakim  

1) Putusan Akhir, putusan akhir ialah mengakhiri proses pemeriksaan 

di pengadilan, apakah itu telah melalui semua tahap atau belum.25 

Keputusan tersebut dapat diambil sebelum tahap terakhir 

pemeriksaan, namun tetap mengakhiri proses pemeriksaan.  

2) Putusan Sela Putusan sela menginstruksikan tindakan yang harus 

dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk 

membantu hakim dalam menyelesaikan penyelidikan kasus sebelum 

mengeluarkan putusan. 

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim terikat pada sejumlah 

asas hukum yang berfungsi sebagai panduan normatif dan etis. Beberapa 

asas penting tersebut antara lain: 

a. Asas Legalitas (Due Process of Law): Hakim hanya dapat mengadili 

suatu perkara jika terdapat dasar hukum yang jelas. Kewenangan 

hakim tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh undang-

undang. Hal ini sejalan dengan adagium (nemo judex sine lege), yang 

berarti tidak ada hakim tanpa hukum yang mengatur.26 

 
24 I. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar hukum acara perdata (Alumni, 1974), 105 
25 Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala 

Tuntutan Hukum,” Lex Crimen 5, no. 2 (2016): 3, 
26 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2005), hlm. 251. 
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b. Asas Ius Curia Novit: Hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak 

boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak jelas 

atau tidak ada. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 

c. Asas Independensi Kekuasaan Kehakiman: Hakim wajib menjalankan 

tugas secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. 

Asas ini dijamin dalam Pasal 24B UUD 1945 serta dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

d. Asas Imparsialitas dan Keadilan: Hakim harus bersikap netral, tidak 

memihak, serta menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan status 

sosial, ekonomi, atau kekuasaan para pihak. Dalam asas ini, hakim 

harus mempertimbangkan secara obyektif seluruh alat bukti dan 

argumentasi hukum. 

Dalam konteks Pengadilan Agama, kewenangan hakim diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 undang-undang ini 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus 

perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi yang beragama Islam27.  

 
27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 
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Dalam mempertimbangkan putusan perkara-perkara yang ditangani, 

hakim juga memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi hakim 

merupakan kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan 

berdasarkan faktual yang didapat dalam persidangan, ini menghindari 

penerapan hukum yang kaku yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. 

Dalam sistem peradilan, diskresi ini penting untuk memastikan bahwa 

keadilan substantif dapat ditegakkan, terutama dalam perkara-perkara yang 

mengandung nuansa sosial, moral, dan kemanusiaan yang kompleks. Hakim 

tidak sekadar menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga dituntut untuk 

mampu menafsirkan dan menyesuaikan hukum positif dengan konteks 

konkrit suatu perkara. Diskresi memungkinkan hakim untuk mengisi 

kekosongan hukum, menyesuaikan norma dengan dinamika masyarakat, 

serta menghindari keadilan formalistik yang berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan bagi para pencari keadilan.  

Dengan demikian, kewenangan hakim di Pengadilan Agama 

merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kekhususan 

dalam substansi hukum Islam. 

2. Ḥaḍānah  

a. Pengertian zḤaḍānah  

Ḥaḍānah  berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata Ḥaḍānah , 

ḥaḍana–yaḥḍunu–ḥaḍnan wa ḥaḍānatan, yang artinya mengasuh anak, 
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memeluk anak, merawat anak ataupun pengasuh anak.28 Dalam 

ensiklopedi Islam Indonesia, Ḥaḍānah adalah tugas menjaga atau 

mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur 

dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak 

dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama 

untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai 

kemampuan untuk itu.29
 

Para Zulama faqih zmendefinisikan Ḥaḍānah adalah zmemelihara 

zanak zkecil baik laki-laki zatau zperempuan zyang zkurang zakal zyang ztidak 

zbisa zmembedakan. Ḥaḍānah tidak zberlaku zpada zorang zdewasa zyang 

zsudah zbaligh zdan zberakal. Ia zboleh zmemilih ztinggal zdengan zsiapa zsaja 

zdari zorang ztuanya zyang zdia zsukai. Bilamana zseorang zlaki-laki zia zboleh 

ztinggal zsendiri zkarena ztidak zmembutuhkan zorang ztuanya. Akan ztetapi 

zsyara’ zmenyuruhnya zberbakti zdan zberbuat zbaik zkepada zmereka. Jika 

zseorang zperempuan, zia ztidak zboleh ztinggal zsendiri zdan ztidak zdipaksa 

zkarena zkelemahan ztabiatnya zuntuk zmenghindari zkecemasan 

zkeluarganya.30 

Pasal z105 z(a) zKompilasi zHukum zIslam zmenyebutkan zjika 

zpemeliharaan zanak zyang zbelum zmumayyiz zatau zbelum zberusia z12 ztahun 

zadalah zhak zasuh zibu zkandungnya. Isi zpasal ztersebut zmendukung 

 
28 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-2, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 

1989) , hlm. 104. 
29 zHadhanah, zdalam zHarun zNasution,dkk,ed, zEnsiklopedi zIslam zIndonesia z(Jakarta: 

zDjambatan,1992),hlm, z269. 
30 zIbrahim zMuhammad zAl-Jamal, zFiqih zMuslimah, zhlm, z341. 
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zpernyataan zbahwa zpengasuhan zdikatakan zlebih zberhak zdiberikan zkepada 

zibunya zdari zpada zayah, zsebab zibulah zyang zmempunyai zhak zuntuk 

zmengasuh zdan zmenyusui zkarena zseorang zibu zpada zumumnya zlebih 

zmemahami zpengurusannya, zpengasuhan, zdan zpendidikan. Selain zitu 

zjuga, zibu zdiberi zAllah zrasa zsabar zyang zlebih zdaripada zayah zkarena zsejak 

zmengandung zsampai zmelahirkan zibu ztetap zbersabar zmelakukannya zdan 

zitu ztidak zakan zdapat zdilakukan zoleh zseorang zayah. Oleh zkarenanya zdiatur 

zkemaslahatan zanak ada pada zseorang zibu, dan ibu zyang zlebih 

zdiutamakan.31 

Pengasuhan zanak z(Ḥaḍānah) zakan zberhenti z(habis) zjika zanak 

ztersebut zsudah ztidak zlagi zmemerlukan zpelayanan zatau zsudah zdewasa 

zsehingga zia zdapat zmengurus zkebutuhan zpokoknya zsendiri. Ukuran zyang 

zdigunakan zialah ztamyiz z(anak zsudah zbisa zberpikir zsecara zaktif zuntuk 

zmembedakan) zdan zkemampuan zuntuk zberdiri zsendiri. Fatwa zpada 

zMahzab zHanafi zdan zlain-lainnya zyaitu:  

z“Masa zḤaḍānah zberkahir z(habis) zapabila zsi zanak zterlah zberumur z7 ztahun, 

zkalau zlaki-laki zdan z9 ztahun zjika zperempuan.” Z  

Itu zdianggap zjika zperempuan zlebih zlama zsebab zsupaya zdia zdapat 

menirukan zkebiasaan-kebiasaan zkewanitaan zdari zibu zpengasuhnya.32 

zNamun zPasal z105 z(a) zKompilasi zHukum zIslam zmenyebutkan zanak 

 
31 zRofiq, zAhmad. 2008, zdalam zTitik zTriwulan zTutik, zHukum zPerdata zdalam zSistem zHukum 

zNasional, (zJakarta: zKencana zPrenada zMedia) 
32 zAmnawaty, z2019, zHukum zKeluarga zIslam zdan zNikah zSiri, zBandar zLampung: zCV. Anugrah 

zUtama zRaharja.hlm. 44. 
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zberusia z12 ztahun zmilik zhak zasuh zibunya, zjika zsudh zdiatas z12 ztahun zmakan 

zanak zdapat zmemilih ztinggal zbersama zibu zatau zayahnya. 

b. Syarat-syarat zḤaḍānah 

Pemegang hdhonah atau pengasuhan zanak zharus zdapat zmenjamin 

zkeselamatan zdan zrohani zterhadap zanak zyang zdiasuh zolehnya. Karena zhal 

zini zberhubungan zdengan zjaminan zterhadap zanak zuntuk zdapat ztumbuh zdan 

zberkembang zsebagaimana zmestinya.  

Menurut para ulama fikih, seseorang yang ingin mendapatkan 

hak Ḥaḍānah harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

1) Berakal Sehat  

Orang yang gila (majnum) atau terganggu pikirannya tidak bisa 

mendapatkan hak asuh. Sebab, anak membutuhkan perlindungan 

dari orang yang bisa berpikir rasional. Jika pengasuh tidak waras, 

dikhawatirkan anak akan mengalami kekerasan atau kelalaian.33 

2) Baligh Pengasuh harus sudah mencapai usia baligh, karena anak 

kecil belum sempurna akal dan tanggung jawabnya. Jika Ḥaḍānah 

diberikan kepada yang belum baligh, maka dikhawatirkan si anak 

justru tidak akan mendapat pendidikan dan perlindungan yang 

baik.34 

3) Beragama Islam Apabila anak yang diasuh adalah seorang Muslim, 

maka wajib diasuh oleh orang yang juga Muslim. Hal ini agar akidah 

 
33 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 
34 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hlm. 416 
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dan pendidikan agama anak tetap terjaga. Jika diurus oleh non-

Muslim, dikhawatirkan anak akan diarahkan pada kepercayaan yang 

berbeda.35 

4) Amanah dan Terperaya Pengasuh harus dikenal sebagai orang yang 

bermoral baik, tidak melakukan kefasikan (dosa besar secara 

terbuka). Misalnya, tidak pemabuk, penjudi, atau pelaku maksiat, 

sebab anak akan meniru perilaku pengasuhnya.36 

5) Mampu secara Fisik dan Mental Pengasuh harus sehat badan dan 

pikirannya. Kalau sakit parah atau mengalami gangguan kejiwaan, 

tentu tidak mampu mengasuh anak dengan baik, seperti memberi 

makan, pakaian, pendidikan, dan perlindungan.37 

6) Bermukim Pengasuh sebaiknya memiliki tempat tinggal tetap. 

Kalau sering berpindah tanpa keperluan, anak akan sulit 

mendapatkan pendidikan dan stabilitas emosi. Anak butuh 

lingkungan yang aman dan konsisten.38 

c. Dasar zHukum zḤaḍānah 

Ulama’ zmenetapkan zbahwa zpemeliharaan zanak zitu zhukumnya 

zadalah zwajib, zsebagaimana wajib zmemeliharanya zselama zberada zdalam 

zikatan zperkawinan. Adapun zdasar zhukumnya zmengikuti zumum zperintah 

zAllah zuntuk zmembiayai zanak zdan zistri zdalam zfirman zAllah zpada zsurat zAl-

Baqarah z(2) zayat z233: 

 
35 Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jilid II 
36 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 
37 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hlm. 417 
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jilid II 
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زْقهُُنِ  لَهُِ الْمَوْلوُدِ  وَعَلَى سْوَتهُُنِ  ر   ب الْمَعْرُوفِ  وَك 

“Dan zkewajiban zayah zuntuk zmemberi znafkah zdan zpakaian zmereka 

zdengan zcara zyang zpatut” 

Kewajiban zmembiayai zanak zyang zmasih zkecil zbukan zhanya 

zberlaku zselama zayah zdan zibu zmasih zterikat zdalam ztali zperkawinan zsaja, 

znamun zjuga zberlanjut setelah zterjadinya zperceraian. Pemeliharaan zatau 

zpengasuhan zanak zitu zberlaku zantara zdua zunsur zyang zmenjadi zrukun 

zdalam zhukumnya, zyaitu zorang ztua zyang zmengasuh zyang zdisebut zhadhin 

zdan zanak zyang zdiasuh zatau zmahdhun. Keduanya zharus memenuhi syarat 

yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas zpengasuhan zitu. Dalam 

zmasa zikatan zperkawinan zibu zdan zayah zsecara zbersama zberkewajiban 

zuntuk zmemelihara zanak zhasil zdari zperkawinan ztersebut. Setelah 

zterjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah 

zberkewajiban zmemelihara zanaknya zsecara zsendiri-sendiri. 

Surat zat-Tahrim zayat z6 zyang zberbunyi zsebagai zberikut. 

ينَِ أيَُّهَا يَا  الن اسُِ وَقوُدهَُاِ نَارًاِ وَأهَْل يكُمِْ أنَفسَُكُمِْ قوُاِ آمَنوُاِ ال ذ 

جَارَةُِ لََظِ  مَلََئ كَة ِ عَلَيْهَاِ وَالْح  داَد ِ غ  َِ يَعْصُونَِ لَِ ش   أمََرَهمُِْ مَا اللَ 

 يؤُْمَرُونَِ مَا وَيَفْعَلوُنَِ

 ”Hai zorang-orang zyang zberiman, zpeliharalah zdirimu zdan 

zkeluarga zmu zdari zapi zneraka zyang zbakarnya zadalah zmanusia zdan zbatu. 

Penjaganya zmalaikat-malaikat zyang zkasar, zkeras zdan ztidak zmendurhakai 

zAllah zterhadap zapa zyang zdiperintahkanNya zkepada zmereka, zdan zselalu 

zmengerjakan zapa zyang zdiperintahkan.” z(at-Tahrim: z6).  
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Pada zayat zdiatas zdijelaskan zbahwa zorang ztua zdiperintahkan zAllah 

zSWT zuntuk zmemelihara zkeluarganya zdari zapi zneraka, zdengan zupaya zatau 

zberusaha zagar zsemua zanggota zkelurganya zitu zmenjalankan zsemua 

zperintahperintah zdan zlarangan-larangan zAllah zSWT, ztermasuk zanak.  

Kompilasi zHukum zIslam z(KHI) zmembahas ztentang zpengasuhan 

zanak zdan zḤaḍānah, zdiatur zdalam zbeberapa zpasal, zseperti zyang 

zditunjukkan zdalam zPasal z105:  

Hak zhak zuntuk zmemelihara zanak zyang zbelum zmumayyiz zsaat 

zperceraian zterjadi zPasal z105 z(a) zKompilasi zHukum zIslam zmenyatakan 

z“Pemeliharaan zanak zyang zbelum zmumayyiz zdan zbelum zberumur z12 ztahun 

zadalah zhak zibunya”.  

Tanggung zjawab zatas zbiaya zpemeliharaan zanak zdan zpenyusuan 

zPasal z105 z(c) zKompilasi zHukum zIslam zmenyatakan z“Biaya 

zpemeliharaan z(anak) zditanggung zoleh zayahnya”.  

Menurut zPasal z156 z(d), zjika zperkawinan zdiputus zkarena 

zperceraian, zyakni z“Semua zbiaya zḤaḍānah zdan znafkah zanak zmenjadi 

ztanggung zjawab zayah zmenurut zkemampuannya, zsekurang-kurangnya 

zsampai zanak ztersebut zdewasa zdapat zmengurus zdiri zsendiri z(21 ztahun).” 

Undang-Undang zPerkawinan zNo. 1 zTahun z1974 zPasal z41 

zmenyatakan zbahwa z“akibat zputusnya zperkawinan zkarenai zperceraian, 

zialah: z(a) zBaik zibu zatau zbapak ztetap zberkewajiban zmemelihara zdan 

zmendidik zanak-anknya, zsemata-mata zberdasarkan zkepentingan zanak, 

zbilamana zada zperselisihan zmengenai zpenguasaan zanak-anak, zPengadilan 
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zmemberi zkeputusan. (b) zBapak zyang zbertanggung zjawab zatas zsemua 

zbiaya zpemeliharaan zdan zpendidikan zyang zdiperlukan zanak zitu, zbilamana 

zbapak zdalam zkenyataannya ztidak zdapat zmemberi zkewajiban ztersebut 

zPengadilan zdapat zmenentukan zbahwa zikut zmemikul zbiaya ztersebut. (c) 

zPengadilan zdapat zmewajibkan zkepada zbekas zsuami zuntuk zmemberikan 

zbiaya zpenghidupan zdan/atau zmenentukan zsesuatu zkewajiban zbagi zbekas 

zistri.” 

Dari zketentuan zPasal z41 zUU zNo. 1 zTahun z1974 ztentang 

zPerkawinan zdi zatas, zterlihat zjelas zadanya zperbedaan zantara ztugas 

zmengasuh zmateri zdengan ztugas zmendidik. Pasal z41 zmenyoroti ztugas zdan 

ztanggung zjawab zpenting zyang zsedapat zmungkin zdibebankan zkepada 

zsuami zatau zmantan zsuami. Jadi, zjika zterjadi zperceraian, zḤaḍānah zuntuk 

zanak zyang zmasih zdibawah zumur zditanggung zoleh zibunya, zsedangkan 

zbiaya zhidup ztetap zditanggung zoleh zayahnya. Tanggung zjawab zini ztidak 

zhilang zbahkan zayah zdan zibunya zsudah zbercerai.  

Dalam perkara Ḥaḍānah, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 

oleh Pengadilan Agama dalam putusan terkait hak Ḥaḍānah:  

1) Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama akan selalu 

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam putusan 

hak Ḥaḍānah. Keputusan ini harus berfokus pada kesejahteraan dan 

perkembangan anak-anak tersebut. 

2) Kemampuan Orang Tua, Pengadilan akan menilai kemampuan dan 

kesanggupan setiap orang tua untuk memberikan perawatan, 
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pendidikan, dan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Ini 

mencakup aspek-aspek seperti stabilitas finansial, kondisi tempat 

tinggal, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, 

emosional, dan pendidikan anak-anak. 

3) Usia Anak, usia anak-anak juga menjadi faktor penting. Biasanya, 

anak-anak yang masih bayi atau sangat muda cenderung diberikan 

hak Ḥaḍānah kepada ibu mereka. Namun, semakin tua anak-anak, 

semakin besar kemungkinan Pengadilan Agama akan 

mempertimbangkan pendapat dan preferensi anakanak (jika mereka 

sudah cukup dewasa untuk berbicara). 

4)  Agama dan Moral, Agama dan moral juga dapat menjadi 

pertimbangan. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan agama 

dan nilai-nilai moral yang diajarkan kepada anak-anak dalam 

pengasuhan oleh salah satu orang tua. 

5) Hubungan Emosional, Pengadilan Agama juga akan 

mempertimbangkan hubungan emosional antara anak-anak dan 

setiap orang tua. Hubungan ini dapat menjadi faktor penting dalam 

menentukan hak Ḥaḍānah. 

6) Kesepakatan Antara Orang Tua, Jika orang tua yang bercerai dapat 

mencapai kesepakatan mengenai hak Ḥaḍānah dalam proses 

mediasi atau perundingan, maka Pengadilan Agama akan mencoba 

untuk menghormati kesepakatan tersebut asalkan kesepakatan 

tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik anak-anak.  
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Pengadilan Agama akan mempertimbangkan semua faktor-faktor ini 

dalam konteks kasus-kasus yang mereka tangani untuk membuat putusan 

yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utama adalah untuk 

melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam 

perkara hak Ḥaḍānah. 

3. Maṣlaḥah  

a. Pengertian ZMaṣlaḥah  

Dalam Secara bahasa (etimologi), istilah Maṣlaḥah  berasal dari 

kata Arab "ṣalaḥa" yang berarti kebaikan, perbaikan, atau sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Sementara itu, 

Mursalah berarti "yang dilepas" atau "yang tidak terikat". Jadi, secara 

bahasa, Maṣlaḥah dapat diartikan sebagai "kemaslahatan yang dilepas", 

yakni kemaslahatan yang tidak terikat dengan dalil khusus.39 

Secara terminologi Maṣlaḥah merupakan kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya baik berupa 

pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan 

kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi 

mereka, dan berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.40  

Al-Ghazali mengemukakan Maṣlaḥah merupakan mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-

tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah 

 
39 Al-Ghaza>li, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 
40 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 129 
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memelihara agama, akal, keturunan dan harta. Al-Ghazali memandang 

bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, 

meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak 

syara’ tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.41 

Bebeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Qayyim menekankan bahwa 

tujuan utama syariat (maqashid al-syari‘ah) adalah merealisasikan 

kemaslahatan dan menolak kerusakan. Oleh karena itu, ketika tidak 

ditemukan dalil nash yang jelas, maka mempertimbangkan 

kemaslahatan menjadi pendekatan yang sah dalam menetapkan hukum. 

Namun karakteristik pemikiran Ibnu Qayyim dalam hal ini 

mencerminkan fleksibilitas, pemahaman mendalam terhadap maqashid 

syariah, serta penekanan terhadap keadilan dan kemanfaatan sebagai 

nilai inti dari syariat Islam. Ia berpendapat bahwa syariat dibangun atas 

dasar hikmah dan kemaslahatan hamba, dan setiap hukum yang 

bertentangan dengan prinsip tersebut sesungguhnya bertentangan 

dengan ruh syariat itu sendiri.42 

Dalam mengartikan maṣlaḥah secara definitif terdapat 

perbedaan rumusan di kalangan ulama-ulama , berikut pendapatnya: 

1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maṣlaḥah itu 

berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

 
41 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih I, Cet. 1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996), hal. 114 
42 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1991, jilid 3, hlm. 3–5 
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menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari maṣlaḥah 

adalah Memelihara tujuan Syara’ (dalam penetapan hukum). 

2)  Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-

Ghazali yaitu memelihara tujuan syara’ dengan menghindarkan 

kerusakan dari manusia. 

3) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan Maṣlaḥah adalah 

Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang 

merusakkan makhluk. 

4) Izzuddin Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawaid al-Ahkam, 

memberi kan arti maṣlaḥah dalam bentuk hakikinya dengan 

“kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah 

“sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” 

tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat 

bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta 

kesenangan dan sebab-sebabnya.43 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum 

berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari 

kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang 

menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang 

bersifat sangat luas. Maṣlaḥah itu merupakan sesuatu yang berkembang 

berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai 

 
43 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 324 
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pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu 

saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan 

mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang 

menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada 

lingkungan lain.44 

Maṣlaḥah sendiri merupakan menetapakan hukum dalam yang 

tidak disebutkan dalam Al-quran atapun hadist. Pertimbangan untuk 

kemaslahatan ataupun kepentingan hidup manusia yang berlandaskan 

pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Yang menjadi 

salah satu tolak ukur suatu Maṣlaḥah adalah terwujudnya tujuan syara’. 

Hal ini erat kaitanyanya dengan dengan keselamatan serta kesejahteraan 

ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya 

tujuan syara’ tersebut yang merupakan pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta.45 

 

b. Dasar Hukum ZMaṣlaḥah  

Dalam al-Quran atau Hadis, baik secara eksplisit banyak sekali 

ditemukan ketetapan-ketetapan yang menerangkan bahwa hukum syara' 

diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia dan 

menghindarkan mereka dari kemudaratan dan kerusakan, agar manusia 

berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Agar kebahagiaan 

 
44 Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 

1997), 143 
45 Fawzia Hidayatul Ulya, Mua‟maroh dkk, Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada 

Bapak, Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, (April 2021), hal. 112 
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itu tercapai manusia diharuskan untuk mengikuti sebaik-baiknya 

panduan hidup berupa hidayah yang sudah ditetapkan oleh syara’, yaitu 

yang berupa ketetapan-ketetapan yang harus dikerjakan (perintah), 

ketetapan-ketetapan yang harus ditinggalkan (larangan), dan ketetapan-

ketetapan yang boleh memilih (mubah).46 Kemaslahatan bagi manusia 

di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini 

ditegaskan di dalam Al-Qur‟an 

ِ أرَْسَلْناَكَِ وَمَا ينَِ رَحْمَةًِ إ ل   ل لْعَالَم 

ِArtinya: dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya: 107) Ayat ini 

menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam bertujuan membawa rahmat 

(kemaslahatan) kepada semua makhluk, sehingga segala tindakan yang 

mewujudkan rahmat dan kebaikan diterima dalam syariat, meski tidak 

secara eksplisit disebutkan. 

يدُِ ُِ يرُ  يدُِ وَلَِ الْيسُْرَِ ب كُمُِ اللَ   الْعسُْرَِ ب كُمُِ يرُ 

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu."(QS. Al-Baqarah : 185) Ini memperkuat bahwa 

tujuan hukum Islam adalah kemudahan dan kemaslahatan, bukan 

kesukaran. 

 
46 Afifi Fauzi Abbas, Baik dan Buruk Dalam Prespektif Ushul Fikih, Cet. 1, (Tanggerang Selatan: 

Adelia Bersaudara, 2010), hal. 107 
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Adapun Hadist yang menjadi dasar bahwa Maṣlaḥah lebih 

diutamakan. 

رَارَِ وَلَِ ضَرَرَِ لَِ  ض 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 

membahayakan orang lain."(HR. Malik, Ahmad, Ibnu Majah) 

Hadis ini menetapkan prinsip syariat Islam untuk menolak 

kemudaratan. Maka, setiap kemaslahatan yang dapat menghindarkan 

bahaya layak dijadikan dasar dalam pembuatan hukum baru 

c. Konsep  Maṣlaḥah  

Maṣlaḥah adalah salah satu konsep penting dalam 

pengembangan hukum Islam yang berhubungan dengan pemeliharaan 

kemaslahatan manusia. Secara istilah, Maṣlaḥah merujuk kepada 

bentuk kemaslahatan yang tidak didukung secara langsung oleh dalil 

khusus (baik perintah maupun  larangan) dari Al-Qur'an maupun Hadis, 

tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. 

Konsep ini muncul sebagai respons atas kebutuhan umat Islam 

menghadapi situasi baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara 

eksplisit dalam nash.47 Adapun zahli zushul zal-fiqh zyang zmembahas 

zkonsep zMaqashid zal-Syariah zsecara zkhusus, zsistematis zdan zjelas zadalah 

zAbu zIshaq zal-Syathibi z(wafat z790 zH) zpada zpertengahana zabad zke-7, zdari 

zkalangan zmazhab zMaliki. Melalui zkaryanya zyang zberjudul zal-

 
47 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958. 
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Muwafaqat zbeliau zmenyatakan zsecara ztegas zbahwa ztujuan zAllah zSWT 

zmensyariatkan zhukum-Nya zadalah zuntuk zkemaslahatan zmanusia zbaik zdi 

zdunia zmaupun zdi zakhirat. Oleh zkarena zitu, ztaklif zdalam zbidang zhukum 

zharus zbermuara zpada ztujuan zhukum ztersebut. Menurutnya zmaslahat 

zadalah zmemelihara zlima zaspek zpokok, zyaitu zagama, zjiwa, zakal, 

zketurunan zdan zharta. Beliau zjuga zmembedakan zperingkat zmaslahat 

zmenjadi ztiga zkategori, zyaitu: zdlaruriyyyat, zhajiyyat, zdan ztatimmat zatau 

ztahsiyyat48 z 

Pada dasarnya, ahli ushul fiqh menamakan maṣlaḥah sebagai 

tujuan Allah selaku Pencipta syariat (qash al-Shari). Maṣlaḥah  mutlak 

diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan 

duniawi.  

 

d. Syarat-syarat menggunakan Maṣlaḥah  

1) Maṣlaḥah  mursalah  itu adalah  Maṣlaḥah yang hakiki dan bersifat 

umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul 

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat 

dari manusia secara utuh. 

2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maṣlaḥah yang hakiki betul-

betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam 

 
48 zAli zMutakin, zTeori zMaqashid zal-Syariah zdan zhubungannya zdengan zMetode zIstinbath zHukum, 

zdalam zjurnal zIlmu zHukum zVol. 19, z3, z(Agustus), zhal. 553-554 
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menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagii 

umat manusia. 

3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maṣlaḥah yang hakiki dan telah 

sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak 

berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk 

nash Al-Qur’an dan sunah, maupun ijma’ ulama terdahulu. 

4) Maṣlaḥah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang 

seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka 

umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus 

ditempuh untuk menghindarkn umat dari kesulitan. 

e. Konsep Maṣlaḥah Al-Ghazali   

Dalam kerangka usul fikih, Maṣlaḥah memiliki peran penting 

dalam menjawab kebutuhan hukum atas persoalan-persoalan baru yang 

tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Imam 

Al-Ghazali (w. 1111 M), seorang pemikir besar Islam dari mazhab 

Syafi’i, memberikan perhatian besar terhadap konsep kemaslahatan 

(Maṣlaḥah) dalam proses istinbath hukum. 

Maṣlaḥah menurut Al-Ghazali diartikan sebagai segala hal yang 

membawa manfaat dan menolak kerusakan (mafsadah), selama hal itu 

sesuai dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah). Dalam karyanya Al-

Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqasid 

syariah terdiri dari lima pokok utama yang harus dijaga, yakni: agama 

(din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Segala 
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kemaslahatan yang mendukung penjagaan lima hal tersebut dianggap 

relevan dengan syariat, dan bisa menjadi dasar dalam menetapkan 

hukum. 

Maṣlaḥah  sendiri oleh Al-Ghazali  dibagi menjadi tiga tingkatan: 

1) Maṣlaḥah Daruriyyah: kebutuhan primer yang sangat esensial, tanpa 

pemenuhannya kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan dengan 

stabil. Contohnya adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, dan 

harta. 

2) Maṣlaḥah Hajiyyah: kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi 

tidak akan menghancurkan kehidupan, tetapi akan menimbulkan 

kesempitan dan kesulitan. 

3) Maṣlaḥah Tahsiniyyah: kebutuhan tersier yang berkaitan dengan 

kemaslahatan tambahan atau penyempurnaan, seperti etika, 

kebersihan, dan sopan santun. 

Adapun Maṣlaḥah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil 

eksplisit yang mendukung ataupun menolaknya, namun diyakini 

membawa manfaat bagi masyarakat. Al-Ghazali menyikapi Maṣlaḥah 

dengan sangat hati-hati. Ia tidak menolaknya secara mutlak, tetapi 

hanya mengakui keberlakuannya bila menyangkut maṣlaḥah 

daruriyyah yang benar-benar urgen dan vital. Dalam pandangannya, 

Maṣlaḥah tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan nash syar’i 

atau apabila berlandaskan pertimbangan akal semata yang lepas dari 

kerangka maqasid. 



41 

 

 

Al-Ghazali memberikan contoh dalam hukum pidana Islam, seperti 

ta‘zīr (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) yang dapat diterapkan 

sesuai dengan kemaslahatan tertentu yang tidak ditetapkan secara 

spesifik oleh syariat, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip umum syariat. Namun, ia memperingatkan bahwa membuka 

pintu Maṣlaḥah secara bebas dapat menyebabkan hukum Islam 

kehilangan pijakan nash dan membuka peluang manipulasi hukum. 

Pendekatan Al-Ghazali terhadap Maṣlaḥah mencerminkan sikap 

moderat: ia membuka ruang ijtihad rasional, namun tetap menekankan 

disiplin ketat agar tidak menjadikan maṣlaḥah sebagai dalih untuk 

membenarkan kebijakan yang hanya berdasar pada hawa nafsu atau 

pertimbangan duniawi semata. Oleh karena itu, Maṣlaḥah dalam 

pandangan Al-Ghazali harus memenuhi syarat-syarat tertentu49: 

pertama, kemaslahatan tersebut benar-benar riil dan bukan ilusi; kedua, 

maṣlaḥah tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok tertentu; dan ketiga, tidak bertentangan dengan 

prinsip dan teks syariat yang telah ditetapkan.  

Pandangan ini kemudian mempengaruhi banyak ulama sesudahnya 

dalam merumuskan prinsip hukum Islam yang adaptif namun tetap 

berlandaskan nilai-nilai dasar syariah. Dalam praktik hukum 

kontemporer, pendekatan Al-Ghazali  terhadap Maṣlaḥah sering 

dijadikan dasar dalam menetapkan hukum untuk hal-hal baru seperti 

 
49 Al-Ghazālī, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. 
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sistem asuransi syariah, kebijakan kesehatan masyarakat, serta fatwa-

fatwa fiqh mu'ashir lainnya.50 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penilitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa 

penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-

isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan penelitian yuridis normatif.51  

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini mengunakan 

metode pendekatan perundang-undangan, tujuan utama dari pendekatan ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yakni Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar peneliti untuk mengkaji sebuat 

putusan terkait Ḥaḍānah. melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan 

analisis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, 

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan atau 

fenomena hukum terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan agama Kabupaten 

Kediri dalam putusan Ḥaḍānah yang jatuh kepada ayah. Dalam pendekatan 

ini, peneliti akan menelusuri dan mengkaji putusan-putusan pengadilan 

yang tidak sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum islam. Pendekatan 

Konseptual juga diperlukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

 
50 Yusuf al-Qaradawi, al-Ijtihad fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.  
51 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35. 
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menggali dan memahami putusan Ḥaḍānah yang dihubungakan denan 

konsep-konsep Maṣlaḥah Al-Ghazali  . 

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis 

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Ḥaḍānah yang 

memberikan hak asuh kepada ayah ditinjau dari aspek hukum Islam, 

khususnya perspektif Maṣlaḥah sebagaimana dikembangkan oleh Imam 

Al-Ghazali .52  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

yang menitikberatkan pada studi pustaka (library research). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang 

relevan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 KHI 

yang menyebutkan bahwa: "a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Dalam hal terjadi 

perselisihan, maka pengadilan memberikan keputusannya; dan c) 

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak Ḥaḍānah." Pasal 

ini menjadi dasar normatif utama dalam menentukan pihak yang paling 

berhak atas Ḥaḍānah, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai 

pertimbangan hakim.53 

 

 
52 Marzuki, Ibid. Hal. 157. 
53 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Rajawali Pers, 2011 
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2. Sumber Data 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu 

:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer bersumber dari data primer (primary data 

atau basic data) adalah praturan perundang-undangan terkait Ḥaḍānah, 

disini peneliti memakai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Dan 

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri zNomor 

1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Kdr, 

nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/ 

2023/PA.Kab.Kdr tentnag pemberian Ḥaḍānah jatuh kepada ayah. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang 

didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum sekunder merupakan 

bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai 

bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori dalam buku 

tersebut terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian 

dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis. Disamping itu 

bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa: 

buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para 

ahli hukum. Adapun kegunaan dari bahan-bahan hukum sekunder ini 

adalah sebagai berikut: a) Untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber 
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materiil. b) Untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif 

yang berlaku. c) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem 

normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang 

formal maupun dalam maknanya yang materiil.54 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini 

menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi 

yang memberikan batasan pengertian secara gramatikal untuk istilah-

istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis 

ini, melalui pengumpulan data hukum primer, data hukum sekunder dan 

data hukum tersier. Berkenaan dengan pengumpulan data hukum primer, 

sekunder dan tersier yaitu dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan 

hukum yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan seperti 

Undang-Undang, Konvensi, Traktat. Kemudian data dikaji dan diseleksi 

secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap 

argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan 

Ḥaḍānah jatuh kepada pihak mana, serta untuk mengevaluasi pertimbangan 

tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan bukan hanya untuk orang tua 

tetapi untuk mengedepankan kemaslahatan anak,  ditinjau dari konsep 

Maṣlaḥah Al-Ghazali  . 

 
54 44Burhan Ashshofa, , Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.2001 
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4. Metode Pengolahan  Data 

a. Editing z(Pengecekan zInformasi) 

Editing zdisini zberarti zmenelititi zinformasi zyang zsudah zdidapatkan, zdari 

zkelengkapan zserta zkesesuaian zjawaban, zkejelasan zmakna zkesesuaian 

zserta zrelevansinya zataupun zbisa zberarti zproses zmemilah zserta zmenyeleksi 

zdata- zdata zyang zsudah zdikumpulkan zdan zmembenarkan zdata- zdata zyang 

zsudah zdiperoleh ztelah zakurat zataukah zbelum.55 

b. Classifying z(Klasifikasi)  

Klasifikasi disini berarti mengklasifikasi ataupun mengelompokkan 

data-data tertentu, rumusan permasalahan guna membenarkan 

informasi yang didapatkan cocok dengan yang diperlukan. Hingga dari 

itu dalam riset ini peneliti mengelompokkan bersumber pada hasil 

penelusuran referensi hukum serta mengelompokkan bersumber pada 

dokumen serta berkas yang terpaut yaitu putusan Hadha>nah. 

c. Verivying z(Verifikasi zInformasi) 

Sesudah zinformasi zdikelompokan zataupun zdi zklasifiksi zhingga ztahapan 

zberikutnya zialah zmemverifikasi zinformasi zyang zsudah zdikelompokkan 

ztadi, zsupaya zvaliditas zinformasi zbisa zdiakui zserta zdipakai zdalam zriset. 

d. Analizying z(Analisis zInformasi) 

Dalam zbuku zpanduan zmetodologi zriset zkarya zSaifullah zdikatakan zdisitu 

zkalau zBagi zBogdan zserta zTaylor, zanalisa zinformasi zyakni zproses zmerinci 

 
55 zAbu zAchmadi zdan zCholid zNarkubo, zMetode zPenelitian, z(Jakarta: zPT. Bumi zAksara, z2005), zhlm. 

85.  
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zusaha zsecara zresmi zuntuk zmenciptakan ztema zserta zmerumuskan zide 

zsemacam zyang zdianjurkan zoleh zinformasi zserta zselaku zusaha zbuat 

zmembagikan zdorongan zpada ztema zserta zide ztersebut.56 

e. Concluding z(Kesimpulan) z 

Concluding zini zialah zsesi zakhir zdari zseluruh zproses zyang zsudah 

zdilakuakan zlebih zdahulu, zmulai zpengecekan zinformasi, zklasifikasi, 

zverifikasi zinformasi. Tujuan zdari ztata zcara zini zmerupakan zbuat 

zmengumpulkan zseluruh zinformasi zserta zjawaban zyang zsudah zdiperoleh 

zlebih zdahulu zsupaya zbisa zmenciptakan zriset zbersumber zpada zrumusan 

zpermasalahan zyang zsudah zdipaparkan zyang zgampang zdifahami zserta 

zjelas. 

5. Keabsahan Data 

Pengujian zkeabsahan zinformasi zdilakukan zdengan zmaksud zuntuk 

zmengetahui zapakah zeksplorasi ztelah zselesai zdilakukan zserta zmenilai 

zkeabsahan zinformasi zyang ztelah zdiperoleh. Pengujian zkeabsahan zinformasi 

zdalam zpemeriksaan zsubyektif, zkhususnya: zuji zbelievability z(keabsahan zdari 

zdalam), zadaptability z(keabsahan zdari zluar), zconstancy z(ketergantungan), zdan 

zconfirmability z(obyektivitas). 57 

Uji kredibilitas atau keabsahan informasi pada hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan memperpanjang waktu selama persepsi, memperluas cara 

berperilaku yang stabil selama penelitian, mengarahkan latihan percakapan 

 
56 zComy zR. Setiawan, zMetode zKualitatif-jenis, zKarakter zdan zKeunggulannya, z(Jakarta: zGrasindo, 

z2010), zhlm. 9 z 
57 zSugiyono, zMetode zPenelitian zKuantitatif, zKualitatif, zdan zR&D, z(Bandung: zPenerbit zAlfabeta, 

z2016), zhlm,270.  
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dengan seseorang yang memahami, dan menyelidiki kasus-kasus negatif. 

Dalam latihan persetujuan informasi yang digunakan untuk memperoleh 

tingkat ketepatan informasi, yang mana analis menggunakan triangulasi, 

secara spesifik membandingkan satu sumber informasi dengan sumber 

informasi lainnya.58  

Triangulasi adalah strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan, ditentukan untuk 

melihat informasi tersebut. Strategi triangulasi yang digunakan dalam 

eksplorasi ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian yang bersifat subyektif.  

Sedangkan triangulasi teknik, secara spesifik menggunakan 

beberapa strategi bermacam-macam informasi untuk melacak informasi 

yang sebanding. Dalam triangulasi ini terdapat 2 (dua) cara, yaitu:  

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

sumber informasi dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.  

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber informasi dengan 

teknik pembanding atau sejenis.  

6. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, 

peneliti mencoba mengklasifikasikan data secara terstruktur dan 

 
58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm,178. 
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sistematis. Maka dalam tesis ini dipaparkan dalam 4 bab, yaitu sebagai 

berikut: 

Bab I,  memuat pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa kategori 

diantaranya adalahh latar belakang permasalahan yang diteliti, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II,  memuat pembahasan rumusan masalah pertama yang terdiri atas 

pertimbangan hakim dalam perkara penentuan pemberian 

Ḥaḍānah yang jatuh kepada ayah. 

Bab III,  memuat hasil penelitian dan analisis berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti pada bab sebelumnya yang kemudian 

dikorelasikan dengan undang-undang perlindungan anak. 

Selanjutnya dikaitkan pula dengan teori Maṣlaḥah  Mursala Al-

Ghazali  yang telah dipilih oleh peneliti untuk memecahkan 

persoalan yang diteliti 

Bab IV,  memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan. Selain itu dalam bab yang tak terpisahkan juga 

memuat saran yang diharapkan peneliti yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

 

 

 


